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encerdaskan kehidupan bangsa 

adalah tujuan negara yang secara 

konstitusuional terdapat dalam 

Pembukaan UUD 1945. Maknanya adalah 
masyarakat yang akan menyelenggarakan 

kehidupan bernegara ini harus memiliki 

kecerdasan. Masyarakat yang cerdas akan dapat 
mewujudkan tatanan pergaulan hidupan yang 

cerdas pula. Karena itu secara politis 

masyarakat in i memiliki kekuatan kemandirian 
sehingga akan ikut menentukan posisi negara. 

Masyarakat yang memiliki kemandirian juga 

akan mampu mewujudkan kesejahteraan 

bersama yang tidak hanya didasarkan atas 
potensi dan hasil karyanya melainkan pada 

semua tatanan sosial berdasarkan nilai-nilai 

luhur yakni nilai-nilai ketuhanan.  
 Peranan pendidikan sangat menentukan 

dalam menciptakan masyarakat dan kehidupan 

yang cerdas tersebut. Artinya masyarakat 

terdidiklah yang mampu menciptakan budaya 
belajar berkelanjutan menuju terwujudnya kese-

jahteraan. Tidak berlebihan apabila dikatakan 

bahwa pendidikan memiliki posisi strategis 
dalam pembentukan masyarakat. Dalam 

kependidikan dapat tegaskan bahwa kehidupan 

bangsa yang cerdas merupakan ciri pokok dari 
masyarakat madani, yang dapat memperkuat 

posisi bangsa dalam percaturan gelobal dewasa 

ini.  

Tanpa peran pendidikan yang kokoh sulit 
mewujudkan masyarakat tersebut Persoalannya 

adalah bagaimana memposisikan pendidikan 

menuju masyarakat  madani pada masa krisis 
ini? 

Konsep Masyarakat Madani  

Memaknai masyarakat madani sering 

mengacu pada pengertian konsep “civil society” 

yang dikemukakan Cicero (106-43 sm). Ia 

adalah seorang orator Yunanai kuno yang diakui 

sebagai penggagas konsep “civil society”. 
Diperkenalkan bahwa istilah “civil society“ 

(civilis societas) pemaknaannya merujuk pada 

pengertian suatu komunitas politik yang beradab 
seperti halnya “masyarakat kota” yang memiliki 

sistem hukum tersendiri. Sistem ini dikembang-

kan berdasar konsep “civility“ dan “urbanity” 
(kewargaan dan budaya kota). Kota dalam 

konsep politik dimaknai lebih luas yaitu sebagai 

pusat peradapan kebudayaan bukan hanya 

kumpulan orang -orang untuk hidup bersama 
(Dawam, 1997: 17-18). Dalam masyarakat 

tersebut adanya nilai-nilai luhur yang dijunjung 

tinggi memiliki kekuatan di atas sistem yang 
diciptakan oleh masyarakat itu sendiri.  

 Kata “madani” digunakan sebagai terje-

mahan dari “civil society”. Kata ini merupakan 

unsur serapan dari Bahasa Arab yang artinya 
“bersifat kekotaan” atau “beradab. Madani 

dalam bahasa Arab memiliki akar kata yang 

sama dengan “Madinah” yang berarti kota dan 
sama dengan “tamaddum” yang berarti 

peradaban. Dengan demikian mengacu pada 

kehidupan kota yang memiliki peradaban. Di 
kalangan para pakar Islam, pemililihan kata 

masyarakat madani dikaitkan dengan bukti 

historis bahwa kata madani telah menjadi atribut 

yang melekat pada masyarakat Islam pertama 
yang dibangun Nabi Muhammad SAW di kota 

Yasrib (Medinah sekarang), seperti dapat 

ditemukan dalam sebutan mereka sebagai “al-
mujtama’ al-madani” (Moussali, 1995:82). 

Warga masyarakat madani memilki ciri 

kemandirian sebagai subyek yang merdeka, 

M 



Suwarma Al Muchtar, Krisis dan Posisi  No. 4/XVII/1998 

Mimbar Pendidikan 30 

memiliki hak dan kewajiban secara jelas serta 

egaliter sehingga mampu mengembangkan 

atribut kehidupan masyarakat yang 

demokratatis, sejahtera, aman dan tentram. 
Menurut definisi Henningsen, masyarakat 

madani dipahami sebagai pengelempokan 

anggota-anggota masyarakat sebagai warga 
negara mandiri yang dapat dengan bebas dan 

egaliter bertindak aktif dalam wacana dan 

praksis mengenai segala hal yang berkaitan 

dengan masalah kemasyarakatan pada umumnya 
(Hikam, 1996:84). Dari sisi ini kita dapat 

memaknai bahwa masyarakat madani adalah 

masyarakat yang terdidik mampu 
mengembangkan potensinya dalam mencerdas-

kan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan 

bernegara. Tatanan kehidupan masyarakat 
seperti ini tidak mungkin muncul tanpa menem-

patkan posisi dan peran pendidikan dalam posisi 

yang strategis. Bahkan masyarakat tersebut 

hanya akan muncul atas dasar kekokohan sistem 
pendidikannya. Dari segi budaya masyarakat 

yang memiliki peradaban mulia, dari hukum 

memiliki supermasi hukum yang adil dan dari 
segi sosial memiliki kekokohan sistem sosial 

dan dari segi politik masyarakat.yang berdaulat 

mampu membentuk negara di atas kedaulatan 

rakyat. Sementara dari segi teologis masyarakat 
yang beriman dan bertaqwa dan 

mengatualkannya dalam berbagai segi 

kehidupan bermasyarakat.  
Secara kelembagaan masyarakat madani 

nilai-nilai filosofinya diwujudkan dalam bentuk 

organisasi-organisasi sosial non-pemerintahan, 
seperti partai politik, asosiasi profesioanal, 

organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya 

masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga pen-

didikan dan kelompok kepentingan lainnya yang 
tumbuh dengan baik dalam menciptakan keber-

samaan menopang kehidupan yang mandiri dan 

sejahtera. Lembaga-lembaga sosial memiliki 
kekuatan yang kokoh sebagai suatu sistem 

karena dikembangkan berdasar pada sistem nilai 

yang kokoh di atas kekuatan nilai yang tercipta 
dalam masyarakat. Nilai-nilai ini bersumber dari 

kewahyuan. Berbagai komplik yang timbul 

dapat merujuk kepada sumber tersebut sehingga 

memperoleh solusi yang memiliki nilai keadilan 

tinggi. 

Lebih lanjut pengertian madani di atas 
juga mengisyaratkan perlunya wacana dan 

ruang kehidupan yang lapang. Hanya dalam 

ruang seperti ini anggota-anggota masyarakat 
dapat bebas memerankan posisinya sebagai 

subyek warga negara yang merdeka. Mereka 

memiliki kehidupan yang setara dapat 

melakukan berbagai aktivitas transaksional 
wacana dan praksis publik dalam berbagai aspek 

kehidupan.  

 Posisi pendidikan dalam masyarakat 
madani, tampak sangat menonjol, bahkan lebih 

dari itu akan menjadi ciri utama yang 

teridentifikasi dalam bentuk “mencerdaskan 
kehidupan bangsa”. Pernyataan ini tertulis 

secara konstitusional dalam Pembukaaan UUD 

1945 sebagai tujuan hidup bernegara. 

Tampaknya para pendiri negara kita telah 
memiliki visi dalam mengarahkan masyarakat 

Indoneisia pada model masyarakat ini. Dengan 

demikian kiranya dibenarkan bahwa kesadaran 
bermasyarakat menjadi utama, dalam hal ini 

posisi dan investasi pendidikan menjadi faktor 

pendukung karena dapat meningkatkan tingkat 

kesadaran tersebut. Keterampilan sosial dengan 
dukungan teknologi sosial dan sistem sosial 

yang berlandaskan nilai yang kokoh, serta 

harapan dan kecakapan berorganisasi yang 
kesemuanya itu bersifat instrumental bagi 

pemberdayaan masyarakat madani .Dalam 

tatanan kenegaraan menjadi lebih dipertegas 
lagi dengan “negara berdasarkan kepada Ke 

Tuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 29 UUD 

1945) 

Masyarakat madani akan menumbuhnya 
sumber-sumber ekonomik mandiri dalam bentuk 

nilai kewira-usahaan dan keswadayaan serta 

keswasembadaan. Kekuatan ini memungkinkan 
masyarakat memiliki keberdayaan dalam men-

ciptakan kehidupan termasuk mewujudkan 

tatanan kehidupan bernegara dengan mem-
bangun negara di atas kecerdasan bangsa dalam 

arti luas. Dari sisi ini masyarakat madani 
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mampu menghidupkan negara berdasar pada 

kedaulatan rakyat yang cerdas, dan tidak akan 

memberikan memberikan peluang terjadinya 

negara mendominasi masyarakat. Pada gili-
ranmnya dapat menghindari intervensi negara, 

tumbuhnya tingkat kebebasan individu, karena 

mendukung perkembangan wacana publik dan 
ruang publik yang bebas, sebagai bagian dari 

esensi masyarakat madani tersebut. 

 Kaitan dengan posisi dan peran pen-

didikan bahwa wacana publik ini akan terjadi 
apabila warga negara memiliki keterampilan 

bermasyarakat, dalam sisi ini pendidikan politik 

perlu dikembangkan. Dengan demikian 
masyarakat yang kuat adalah masyarakat yang 

mampu menciptakan tatanan bernegara dengan 

kemampuan mengontrolnya, demi tegaknya 
prinsip negara hukum. Hal ini menuntut 

kesadaran hukum yang tinggi kekokohan sistem 

nilai harus terindentifikasi pada supremasinya 

hukum. sehingga dapat membatasi dan 
mengontrol kekuasaan negara.  

Upaya menciptakan masyarakat madani 

dalam masa transisi dan dalam situasi krisis ini 
diperlukan kemauan politik yang tidak saja dari 

masyarakat tetapi lebih-lebih dari negara untuk 

membuka wacana dan ruang publik yang bebas, 

sebagai agenda pertama pemberdayaan 
masyarakat madani. Melalui ruang publik yang 

bebas, anggota masyarakat sebagai warga ne-

gara mempunyai akses sepenuhnya terhadap 
semua kegiatan publik, dan berhak melakukan 

kegiatan-kegiatan yang merdeka, ter-masuk di 

dalam menyampaikan pendapat secara lisan atau 
tertulis. 

Pada saat masyarakat madani akan dijadi-

kan pilihan orientasi dan visi dalam perubahan 

masyarakat di Indonesia, maka mau tidak mau 
perlu adanya reposisi peran pendidikan dengan 

segala implikasi kebijakannya dengan menem-

patkan nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber 
nilai.  

Strategi Peningkatan Daya Mampu 

Sistem Pendidikan Nasional  

 Jika kita penempatkan posisi pendidikan 

dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dalam 

konteks masyarakat madani, maka diperlukan 

keberanian investasi yang besar untuk mem-
perkuat sistem pendidikan nasional. Diperlukan 

juga adanya upaya yang sangat serius dalam 

memperkuat pendidikan sebagai pilar utama 
kekuatan bangsa yang bukan saja sebagai pesan 

konstitusional akan tetapi menjadi jawaban 

terhadap tantanngan nyata perkembangan 

masyarakat dalam kondisi internal maupun 
percaturan global.  

 Krisis yang terjadi dalam berbagai aspek  

kehidupan yang tengah berlangsung dewasa ini, 
dilihat dari dimensi pendidikan secara mikro, 

akan sampai pada kesimpulan bahwa semuanya 

terjadi dikarenakan sistem pendidikan nasional 
belum optimal dalam menciptakan manusia 

Indonesia. Besar kemungkinan juga karena 

masih lemahnya sistem pendidikan terlebih lagi 

apabila kita menganalisis secara mikro tentang 
kualitas sumber daya manusia Indonesia yang 

dihadapkan kepada tantangan kompetitif global 

yang semakin menguat dalam masyarakat abad 
ke -21.  

Di lain pihak pendidikan nasional kita 

masih dihadapkan kepada beberapa masalah 

antara lain peningkatan kualitan proses dan 
hasil, terbatasnya dana yang tersedia dan belum 

tergalinya sumber dana dari masyarakat secara 

proporsional sesuai dengan prinsip pendidikan 
sebagai tanggung jawab bersama antara 

pemerintah masyarakat dan orang tua.  

Sementara itu pendidikan masih terus ber-
gelut dengan semakin menguatnya pendekatan 

kuantitas sebagai dampak dari upaya memberi-

kan tempat pada demokratisasi pendidikan, 

(pendidikan untuk semua) sehingga pendidikan 
nasional kita akan selalu dihadapkan kepada 

masalah kualitas dan kuantitas. Masalah 

kuantitas seringkali tedesak oleh pemikiran 
masalitas pendidikan terlebih lagi dalam masa 

krisis ekonomi sekarang ini, di mana daya 

dukung ekonomik keluarga semakin melemah 
yang mengakibatkan banyak anak usia sekolah 

tidak dapat melanjutkan sekolah.  
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Masalah kesempatan memperoleh pen-

didikan lebih memiliki kekuatan politis yang 

sekaligus menyita perhatian para pengambil 

keputusan pendidikan. Sebagai akibatnya akan  
menambah beban dan kerumitan dalam usaha 

meningkatkan mutu pendidikan, ditambah 

dengan terbatasnya dana dan tenaga yang 
tersedia semakin menambah kerumitan dalam 

menetapkan kebijakan tersebut. 

Pendidikan dan Sumber Daya Manusia 

dalam Masyarakat  

Industri 

Masalah sumber daya manusia saat ini 
menjadi pusat perhatian utama dunia, bukan saja 

dilihat dari kuantitasnya akan tetapi dari 

kualitasnya. Pembicaraan tentang sumber daya 
manusia senantiasa diorientasikan dalam 

pemikiran ekonomik yang menempatkan 

manusia sebagai faktor produksi, sehingga 
sering terperangkap pada upaya memperkecil 

peran dan potensi menusia sebagai subyek 

seutuhnya. Kaitan dengan pendidikan, sumber 

daya manusia mesti ditempatkan dalam 
pemikiran manusia sebagai subjek pendidikan 

yang seutuhnya memiliki potensi untuk mandiri 

dan berkembang sesuai dengan kodrat dan 
lingkungannya. Kelemahan selama ini adalah 

mengembangkan SDM dalam konteks 

masyarakat industri yang terlalu menekankan 
pada pengembangan dimensi fisiknya, sehingga 

potensi nalar, sikap dan nilai-nilai fitrah 

manusiawi kurang mendapatkan perhatian. 

Sementara itu pula Pengertian IPTEK dalam 
dimensi pemikiran sempit terbatas pada 

teknologi fisik mengakibatkan teraliniasinya 

pengembangan teknologi sosial. Akibatnya 
Teknologi terlepas dalam konteks sosial budaya, 

hal ini lebih terasa pada saat dihadapkan pada 

terbatasnya dana dan lemahnya keberanian 

untuk melakukan kebijakan investasi dalam 
pendidikan. Kondisi seperti ini mendesak untuk 

menetapkan prioritas, akibatnya pendidikan 

ilmu pengetahuan sosial dan humaniora tidak 

dijadikan alternatif unggulan.  

 Dampak kebijakan ini akan 

memperlemah SDM sehingga berakibat 

lemahnya bidang teknologi sosial sistem sosial 
dan daya tahan sosial dihadapkan dengan arus 

perubahan yang terjadi pada masyarakat itu 

sendiri. Dalam kondisi seperti inilah krisis 
ekonomik yang terjadi seperti yang kita 

saksikan serta merta mengimbas pada sektor-

sektor kehidupan sosial lainnya.  

Investasi dalam bidang pendidikan dipan-
dang kurang strategik dibanding dalam bidang 

ekonomi dan industri, akibatnya tatkala 

ekonomi mengalami krisis, maka bidang 
industri otomatis mengalaminya. Berangkat dari 

pengalaman ini, maka perlu adanya reposisi 

peran pendidikan sesuai dengan tuntutan 
masyarakat baru, bagaimanapun juga 

pengembangan industrialisasi teknologi tingkat 

tinggi dan ekonomi pasar yang mengabaikan 

peran pendidikan dalam pengembangan SDM 
berisiko sangat besar.  

Pendidikan dan Sumber Daya Manusia 

dalam Masyarakat  

Madani 

Mengamati tuntutan posisi pendidikan 
dalam masyarakat madani jelas harus 

melakukan reposisi ke arah memperkuat sistem 

pendidikan nasional. Secara politis harus berani 
menempatkan pendidikan sebagai modal dasar 

pembangunan bangsa. Implikasinya paradigma 

pendidikan dan ekonomi dalam masyarakat 

industri perlu ditransformasikan pada paradigma 
baru dalam bentuk orentasi masyarakat madani 

Kiranya prinsip ekonomi kerakyatan didasarkan 

atas pengembangan SDM akan memiliki ke-
mampuan untuk mengoptimalkan potensi 

dirinya sebagai kekuatan ekonomi, pendidikan, 

dan sosial budaya. Investasi dalam bidang 

pendidikan tidak bisa ditunda lagi. Penundaan 
hanya akan semakin menjadikan tertinggalnya 

kualitas SDM. Kalau hal ini terjadi akan 

semakin sulit mengejar ketinggalan dari bangsa 
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lain dan akibatnya memperlemah daya saing 

dalam percaturan gelobal. Masyarakat madani 

ditandai tidak hanya SDM menguasai teknologi 

fisik akan tetapi justeru penguasaan dan 
keunggulan dalam teknologi sosial. Kekuatan 

dan kehandalan sistem sosial budaya termasuk 

pendidikan di dalamnya akan menjadi tatanan 
yang kokoh bagi penguasaaan teknologi. 

Dengan demikian teknologi fisik sebagai 

landasan bagi pengembangan tatanan kehidupan 

sosial, perlu diluruskan. Perlu disadari bahwa 
mewujudkan kekuatan teknologi dan sistem 

sosial budaya yang kokoh lebih sulit dari 

pengembangan teknologi fisik. Alih teknologi 
fisik dapat dilakukan secara cepat, akan tetap 

alih teknologi sosial sangat memerlukan waktu. 

Persoalannya bagaimana membentuk 
keseimbangan dalam penguasaan teknologi 

secara menyeluruh. 

Lingkup Peningkatan Mutu Pendidikan 

Kaitannya dengan memerankan pen-

didikan dalam pengembangan sumber daya 

manusia, kiranya perlu diantisipasi masalah 
demografi. Muncul pemikiran para pakar yang 

memperkirakan bahwa menjelang abad ke 21 

penduduk Indonesia akan mencapai sekitar 250 

juta orang lebih. Kondisi jumlah seperti ini akan 
melahirkan empat masalah utama; pangan, 

lapangan kerja, urbanisasi, tata ruang dan mutu 

lingkungan hidup. Para pakar ekonomi dan 
manajemen mengisyaratkan bahwa yang di-

pandang strategis adalah usaha peningkatan 

produktivitas sistem nasional, seyogyanya men-

dapatkan prioritas utama dalam pembangunan 
nasional. Jika hal ini dilakukan akan memiliki 

dampak positif ke berbagai sektor dan dimensi 

kehidupan bangsa.  
 Di lain pihak perlu disadari bahwa keber-

hasilan produktivitas sistem nasional ditentukan 

oleh kualitas sumber daya manusianya yang 
diakui bahwa pendidikan merupakan wahana 

dan aset sosial yang dapat meningkatkan 

kualitas tersebut. Konsekuensinya, pendidikan 

tidak hanya terbatas pada proses pendidikan 

sekolah akan tetapi posisi dan perannya akan 

semakin meluas menjadi kekuatan sosial 

budaya. Baik manajer maupun industriawan 

memandang bahwa pendidikan dan latihan 
dapat meningkatkan kualitas produktivitas 

tenaga kerja Indonesia, sehingga melalui 

pendidikan dan latihan dapat memerankan para 
karyawan sebagai aset perusahaan.  

 Dalam kaitan inilah para pengelola pen-

didikan dan latihan di berbagai lembaga 

menyadari sepenuhnya tentang sumbangan ilmu 
pendidikan. Mereka menyadari bahwa pengem-

bangan sumber daya manusia bukan semata-

mata garapan manajerial, dalam bentuk 
“latihan” akan tetapi “proses pendidikan”. Hal 

ini makin disadari tatkala dihadapkan pada 

kenyataan bahwa kualitas produktivitas kerja 
akan menyangkut mentalitas dan etos kerja serta 

hubungan kerja yang banyak berkait dengan 

nilai-nilai sosial budaya. Sementara itu dalam 

era industrialisasi proses pendidikan akan 
berkembang tidak hanya dalam persekolahan 

dan lembaga pendidikan formal melainkan 

berkembang pesat pada lembaga-lembaga bisnis 
dan industri. Bersamaan dengan itu asumsi yang 

menyatakan bahwa ilmu pendidikan akan lebih 

berkembang dan fungsional pada lembaga ter-

sebut akan menjadi kenyataan, mengingat tun-
tutan pengembangan sumber daya manusia 

terkait dengan produktivitas kerja sangat 

dirasakan dengan didukung oleh dana, dan 
tenaga yang cukup memadai.  

Posisi Pendidikan dan Ilmu Pendidikan  

Pentingnya peran pendidikan dan ilmu 
pendidikan dalam meningkatkan sumber daya 

semakin terasa ketika mengamati beberapa kon-

disi tenaga kerja Indonesia yang bercirikan 
antara lain tingkat pendidikannya masih 

terbatas, 80% dari tenaga kerja Indonesia 

memiliki tingkat pendidikan pernah Sekolah 
Dasar (SD). Kenyataan ini memungkinkan 

mereka, baik keterampilan fisik maupun 

mentalnya akan sulit mengimbangi tuntutan 

perkembangan. Di samping itu etos dan se-
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mangat kerjanya masih terhalang oleh norma 

sosial budayanya yang tampak dari sikap dan 

prilakunya yang cepat puas; memiliki 

ketergantungan cukup kuat, tidak dibiasakan 
untuk kreatif dan inovatif, sebagai akibatnya 

tidak kompetitif dan kontra-produktif. 

Kondisi demografis ini menuntut program 
pembangunan untuk meningkatkan pro-

duktivitas kerja sumber daya manusia yang 

nantinya akan meningkatkan produktivitas 

ekonomi negara. Kehidupan manusia makin 
diwarnai oleh menguatnya hidup kompetitif, 

kemampuan kompetitif ini merupakan tuntutan 

bagi pengembangan kualitas. Pendidikan jelas 
tidak hanya sekedar mengajarkan atau menjejal-

kan informasi, akan tetapi pendidikan 

merupakan transpormasi kualitas personal dan 
kehidupan sosial budaya. Pendidikan yang 

merupakan pencurahan informasi tanpa 

mengembangkan potensi berfikir peserta didik 

menjadi sumber daya manusia berkualitas yang 
mampu berkompetitif. Kiranya tidak dapat 

dibantah bahwa memperkuat posisi antara lain 

memperkuat proses pendidikan, sebab selama 
ini proses pembelajaran sangat rendah. 

Implikasinya dukungan ilmu pendidikan sangat 

penting, pengamatan empirik proses pendidikan 

memiunculkan gejala praksis pendidikan 
terlepas dari kekuatan epistimologi ilmu 

pendidikan.  

Peluang dan Tantangan Pendidikan 

Globalisasi menjadi isu besar menjelang 

melinium ke-3. Dalam era dunia tanpa batas  

melinium ke 3. Dalam era dunia tanpa batas (the 
bordeless world), arus informasi dan barang 

mengalir tanpa hambatan dari suatu negara ke 

negara lain. Memungkinkan wawasan dan 
pemahaman terhadap kemajuan bangsa lain. 

Suatu kejadian yang terjadi pada suatu tempat di 

dunia ini akan cepat diketahui secara langsung. 
Penguasan informasi menjadi sangat penting 

dalam kehidupan bermasyarakat, namun 

bebasnya arus informasi diperlukan kualitas 

SDM untuk dapat mengaksesnya dan 

memanfaatkannya bagi peningkatan kualitas 

hidup, di sini tantangan untuk dapat menguasai 

ilmu dan teknologi dalam arti yang luas .

 Penguasan teknologi dapat membawa 
dampak positif dan negatif bagi kehidupan 

masyarakat, semuanya akan tergantung pada 

kualitas SDM-nya. Pendidikan memiliki 
peluang yang banyak untuk menciptakan 

kondisi berkembangnya potensi manusia untuk 

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, 

pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan 
membudayakan etos kerja dalam kerangka 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

Indonesia.  
Peran pendidikan dan ilmu pendidikan 

seyogyanya tertata dalam proses pembangunan 

nasional. Kecenderungan menunjukkan titik 
berat pembangunan dalam bidang pendidikan 

lebih diarahkan kepada peningkatan mutu pada 

semua jenjang pendidikan dan memperluas 

kesempatan pendidikan; terutama pada Sekolah 
Tingkat Lanjutan Pertama (SLTP). Pendekatan 

kualitas dan kuantitas sering menimbulkan 

pemikiran dilematis karena dalam memecahkan 
pengambilan keputusan dihadapkan kepada dua 

pilihan kebijakan yang keduanya penting tetapi 

karena keterbatasan sumber daya (dana, tenaga, 

dan waktu) dan kendala lain, kedua pilihan itu 
tidak menggembirakan. Kiranya sulit dihindari 

bahwa kondisi dan posisi seperti ini merupakan 

salah satu kelemahan pendidikan sekolah 
sekarang ini, sementara itu peningkatan kualitas 

sumber daya manusia menyongsong abad ke -21 

yang membawa tuntutan kualitas SDM semakin 
meningkat merupakan tantangan.  

Persoalan tersebut semakin kuat bila di-

hadapkan dengan kondisi empirik sosial budaya 

di mana baik pengambil keputusan maupun 
masyarakat luas masih dipengaruhi oleh 

orientasi pemikiran pendidikan dalam konsep 

format persekolahan yang kurang memberikan 
arti terhadap pendidikan di luar persekolahan, 

sehingga sering terjebak dalam pemikiran 

bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa 
semuanya diredusir pada pendidikan 

sekolah.Dalam kondisi seperti inilah sekolah 
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dan guru memiliki beban yang sangat berat 

sehingga tidak dapat memberikan sumbangan 

maksimal bagi pengembangan sumber daya 

manusia tersebut. 
Persoalan pendidikan nasional dalam 

peningkatan sumber daya manusia tidak hanya 

terperangkap oleh peningkatan mutu dan mem-
perluas kesempatan akan tetapi juga terperang-

kap oleh pemikiran yang memperkecil arti pen-

didikan dalam dimensi formalistik 

persekolahan. Pemikiran pendidikan yang 
banyak tercurah pada persekolahan dirasakan 

selain mempersempit peran pendidikan juga 

memperkecil makna pendidikan yang pada 
gilirannya akan dirasakan memperberat beban 

pendidikan dalam meningkatkan sumber daya 

manusia Indonesia dalam menyongsong PJPT 
II.  

Implikasi Terhadap LPTK 

 Peluang dan tantangan dalam usaha 
memerankan pendidikan dan ilmu pendidikan 

dalam dalam meningkatkan sumber daya 

manusia seperti dikemukakan di atas, 
berdampak terhadap LPTK serta nilai sosial 

tenaga kependidikan dewasa ini. Salah satu 

dampaknya LPTK lebih terkesan sebagai 

lembaga yang mempersiapkan “Guru” 
persekolahan, ketimbang tenaga kependidikan 

dalam arti luas, yang secara sosiologis 

menempatkan lapangan kerja lulusan LPTK 
“dibatasi” pada jalur persekolahan. Kondisi ini 

makin memperkuat berbagai pihak untuk tidak 

menerima lulusan lembaga ini, walaupun 

sebenarnya mereka memerlukan jasa pendidikan 
dalam rangka peningkatkan sumber daya 

manusia melalui DIKLAT pada lembaga atau 

perusahaan mereka. Kondisi ini cenderung 
menguat dengan adanya berbagai kebijakan 

yang telah diformalkan masih dirasakan amat 

membatasi mobilitas SDM lulusan LPTK. 
Kondisi ini diasumsikan akan menambah 

beban pendidikan nasional bila dilihat dari 

sulitnya menjaring bibit unggul bagi tenaga 

kependidikan dan diperkirakan akan semakin 

berkurang penghargaan masyarakat terhadap 

profesi ini. 

Kiranya sulit disangkal bahwa semakin 

berkurangnya minat calon mahasiswa untuk 
LPTK ada kaitannya dengan kondisi tersebut, 

ditambah dengan jaminan kesejahteraan guru 

belum menggembirakan, dibanding dengan 
tenaga pada lapangan lain. Kondisi ini akan 

semakin menguat dengan memperhatikan 

temuan penelitian yang sangat positif bahwa 

besarnya anggaran pendidikan hanya berkisar 
2,95% dari GNP dan pengeluaran untuk 

pendidikan sebesar kurang lebih 13,50% tidak 

dapat mendukung perluasan kesempatan belajar 
terutama peningkatan mutu pada setiap jenjang 

pendidikan. 

Sementara itu peran LPTK dalam 

pendekatan kuantitas untuk memenuhi 

kebutuhan guru,lebih menonjol perannya 

sebagai lembaga pemasok ketimbang sebagai 

pengembang dan pendukung ilmu pengetahuan. 

Kiranya LPTK sebagai subsistem dari 

pendidikan nasional masih juga dihadapkan 

pada pemikiran dilematis kuantitas dan kualitas 

yang sulit berkelit dari beban perekayasaan 

sentralistik dalam kebijakan 

akademiknya.Pendekatan ekonomik yang sangat 

kuat dalam pendekatan manajemen pendidikan 

memperlemah “:semangat keilmuan” 

dampaknya “isu jenuh” muncul sebagai 

“kekuatan” yang dapat menutup beberapa 

jurusan pada lembaga ini, kendatipun 

secarakeilmuan masih memiliki validitas bagi 

keberadaannnya. Kekuatan akan muncul pada 

saat mengendornya tuntutan kuantitas, perhatian 

terhadap kualitas merupakan peluang bagi 

munculnya “budaya akademik” untuk lebih 

memperluas perannya meliputi upaya 

meningkatkan kualitas pers lulusannya di lapa-

ngan, sehingga dapat lebih berkiprah dalam me-

ningkatkan sumber daya manusia dalam arti luas 

baik secara kelembagaan maupun keilmuannya. 
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Kondisi dan Nilai Sosial Budaya Pen-

didikan  

Pembangunan nasional, selama ini mem-

bawa berbagai perubahan, nilai serta berbagai 

tuntutan dan kebutuhan sosial. Pembengunan 

fisik material yang ditopang oleh kemajuan ilmu 
dan teknologi, lebih dirasakan keberhasilan dan 

kegunaannya daripada bidang nonfisik. Namun 

di lain pihak makin dirasakan pentingnya untuk 
mewujudkan konsep manusia Indonesia 

seutuhnya. Seiring dengan menguatnya 

pemaknaan terhadap pembangunan ekonomi 

berorientasi pada pertumbuhan, dan ukuran fisik 
material lebih me-nonjol ketimbang kekuatan 

ekonomik rakyat, maka pemikiran 

pendidikanpun terakses kearah itu.  

Kondisi ini membentuk nilai bagi semen-

tara masyarakat lebih memberikan penghargaan 

yang “berlebih” terhadap pendidikan MIPA dan 

kurang memberikan arti penting terhadap non-

MIPA. Demikian pula proses pendidikan masih 

lemah karena orientasi pada hasil pendidikan 

seperti dikemukakan di atas. Pendidikan masih 

dirasakan kurang penyentuh aspek nilai dan 

moral sosial. Menguatnya orientasi nilai ini 

mempengaruhi sementara para pengambil kepu-

tusan pendidikan kurang memberikan perhatian 

terhadap pendidikan ilmu sosial dan humaniora. 

Hingga saat sekarang orientasi ini masih 

menguat bahkan terus akan dilanjutkan  
Pada masyarakat madani posisi pen-

didikan tidak hanya dalam pembentukan SDM 

yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi fisik akan tetapi harus lebih kuat 
dalam pengusaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi sosial. Dimensi ini hingga sekarang 

ini masih kirang mendapat perhatian bahkan 

masih kuat anggapan bahwa bahwa negara dan 
bangsa sulit dibangun jika sumber daya 

manusianya lebih banyak yang berlatar 

pendidikan ilmu sosial. Dari kajian empirik 
pengaruhnya terhadap pendidikan di sekolah 

menunjukan bahwa . 

Nilai sosial pendidikan ini dapat dilihat 

dari nilai sementara orang tua cenderung untuk 

memksakan anaknya belajar di program pen-

didikan IPA di SMU serta ditambah dengan 

kecenderungan pihak sekolah yang memaksakan 

sisa peserta didik dimasukkan pada jurusan IPS, 
diduga mendorong semakin menyudutkan posisi 

dan gengsi IPS sebagai bidang studi “kelas dua” 

dan nyaris jurusan ini sebagi “pembuangan “. 
Sikap ini tumbuh pula di kalangan peserta didik 

yang kurang memiliki kebanggaan untuk me-

nekuni bidang ini bahkan sering dituding 

sebagai penyebab terjadinya pelanggaran tata 
tertib sekolah. Kondisi ini pernah menarik 

perhatian para pakar untuk meninjau kembali 

tentang penjurusan di SMU yang telah berjalan 
selama ini.  

Kritik perolehan pendidikan selama ini 

tampak pada visi pendidikan yang tidak jelas 
terutama bagi para pembuat keputusan dan 

penyelenggara pendidikan menyebabkan nilai-

nilai dasar yang dikandung dalam misi pen-

didikan terutama dalam upaya “mencerdaskan 
kehidupan bangsa” Hal ini diungkapkan dalam 

salah satu pokok pikiran Reformasi Senat IKIP 

Bandung (1998). Selanjtnya dirumuskan kondisi 
ini mengakibatkan praktek pendidikan menjadi 

kabur dan kehilangan arah serta makna yang 

sebenarnya. Nilai-nilai budaya luhur bangsa 

serta nilai-nilai agama yang menjadi ciri khas 
sistem pendidikan yang menghargai perbedaan, 

kemandirian, kreativitas, dan kebebasan hanya 

sebagai pemanis rumusan sistem dan kebijak-
sanaan pendidikan semata. Selanjutnya diru-

muskan pula bahwa sebagai akibat lebih lanjut 

dari ketidakjelasan visi itu nampak dalam misi 
dan tujuan pendidikan yang mengakibatkan 

lahirnya sistem pendidikan yang lebih me-

nekankan pada kepatuhan semata, menghilang-

kan kesempatan berpikir dan bertindak kreatif, 
manusia-manusia yang lebih mementingkan 

keseragaman daripada perbedaan dan me-

mentingkan selembar kertas dan angka ketim-
bang kemampuan yang digambarkan melalui 

angka dan secarik kertas diploma. Kondisi ini 

semakin memperjelas perlu adanya reposisi 
peran pendidikan dan reorentasi pendidikan 

menuju masyarakat madani, perolehan selama 
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ini sangat tidak mendukung terhadap tuntutan 

perubahan masyarakat pada saat krisis dewasa 

ini, terlebih menyongsong kehidupan global 

melinium ke-3 

Tantangan dan Peluang bagi pendidikan 

IPS 

Menurunnya kualitas bersamaan dengan 

merosotnya penghargaan peserta didik dan 

masyarakat dan munculnya perlakuan deskrimi-
natif memungkinkan semakin berkembangnya 

penilaian yang menempatkan posisi pendidikan 

IPS hanya sebagai pelajaran pelengkap, hapalan 

yang tidak dapat menumbuhkan kemampuan 
berpikir tingkat tinggi . 

Pendidikan IPS dihadapkan kepada tan-

tangan untuk berperan dalam meningkatkan 
kemampuan dan optimalisasi potensi berpikir, 

untuk itu perlu ditranspormasikan dari pelajaran 

yang hanya dipandang hapalan kepada pelajaran 
yang mampu mempertajam potensi berpikir dan 

memperluas cakrawala pemikiran peserta 

didik.Dalam kaitan ini pendidikan IPS perlu 

ditingkatkan kualitasnya dengan meng-
fungsionalkan pendidikan ini sebagai media 

pengembangan kemampuan berpikir sekaligus 

memperkuat apresiasi dan pemilikan nilai-nilai 
yang tumbuh dan berkembang dalam 

masyarakat. 

Peluang ini makin tampak dengan 
perkembangan IPTEK terutama dalam sistem 

komunikasi informai, lingkungan sosial budaya 

menjadi lebih terbuka, memungkinkan peserta 

didik berinteraksi edukatif. Dalam kondisi 
seperti ini pendidikan IPS akan dirasakan 

sebagai kebutuhan apabila memberikan 

kemampuan kepada mereka untuk dapat 
melakukan interaksi tersebut sepanjang hayat. 

Untuk itu pendidikan ini perlu 

ditransformasikan dri pemberi informasi ke arah 

kemampuan untuk memperoleh dan 
menggunakan informasi tersebut. 

Sumbangan IPS akan terasa jika trans-

formasi mata pelajaran dapat dilakukan seperti 
yang dikemukakan di atas, di mana siswa 

dibekali untuk menggunakan potensi 

berpikirnya sehingga dapat belajar berkelanjutan 

dalam mengikuti perkembangan dan perubahan 

dalam kehidupan sosialnya, mereka 
memperoleh pengetahuan, kemampuan dan 

ketrampilan fungsional. Sebaliknya jangan 

harap IPS dapat memberikan sumbangan 
fungsional apabila bidang studi masih 

dihinggapi penyakit sebagai “hapalan yang 

membosankan”. Sisi lain pada masalah 

lingkungannya, diharapkan mampu 
mempertajam wawasan serta kemandirian seba-

gai wahana pengembangan kreativitas dalam 

kondisi semangat belajar berkelanjutan. Tan-
tangan bagi para ahli dalam bidang pendidikan 

ini kaitannya dengan wajar sembilan tahun yang 

banyak memberikan peluang untuk menginte-
grasikn antara pendidikan persekolah dengan 

luar sekolah, antara lain mengembangkan 

wawasan pemikirannya tidak terbatas 

menggeluti konsep IPS dalam persekolahan 
akan tetapi sudah harus menyentuh IPS bagai 

pendidikan luar sekolah yang berakar budaya 

bangsa. 

Penutup  

Pendidikan nasional masih diwarnai oleh 

pemikiran dilematis antara kuantitas dan 
kualitas pendidikan, memunculkan tantangan 

bagaimana menjadikan dua sisi tersebut menjadi 

kekuatan dalam menggali sumber daya 
pendidikan. Terbatasnya dana dan tenaga 

pendidikan yang tersedia dihadapkan kepada 

masalah peningkatan mutu dan kesempatan 

belajar. Menuntut penggalian sumber daya 
pendidikan yang terdapat dalam masyarakat 

dengan konsep pendidikan merupakan tanggung 

jawab bersama. Disamping itu menempatkan 
pendidikan tidak terbatas dalam pemikiran 

formalistik persekolahan. Sementara itu perlu 

adanya reposisi pendidikan termasuk pendidikan 
IPS dijadikan titik orentasi pengembangan, 

Maka pendidikan akan lebih berperan dalam 

mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia 

yang unggul untuk mendukung tumbuh 
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berkembangnya masyarakat madani . 
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